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-Hari ini Disahkan ,DPR

Rencananya hari ini DPR akan

Und Ui org B

(RUU: -

Ormas) dalam sudang paripurna. Namun, 16 ormas/yang
lergabung dalam Koallsl Akbar Masyarakat Sipil

lak RUU itu di

hE

kernball ke rezim otoriter dan

KETUA Umum PP Muhamma—
diyah Din Syamsuddin menegas-
kan, RUU Oimas harus ditolak -
‘karena bisa membalikkan sejarah
Indonesia ke rezim otoritarian
dan represif, “Ada tiga acuanke="

. napa Rancangan Undang Undang

Ormas haris ditolak,” kata ‘Din

Pertama, reformasi: Indonesm
perli dikawal dalam perubahai
dari otoritarian ke demokrasi. Ke-

_dua, konsolidasi demokrasi Indo--

nesia yang sudah berjalan harus
terus dikonsolidasikan di semua
lapisan masyarakat. Salah sa-

tunya dengan memberi kebeba-

san kepadammasyardkat dalam:
_berkontribusi bagi- bangsa Indo-

‘nesia
‘Ketiga Kébebasan berkumpul
dan berserikat sudah:dianir dalam
pasal 28 UUD 1945.

Dia menilai, scharusnya pe-
-merintah. dan. DPR:melihat rea-
litas serta menggunakan pende-
katan responsif. Menurutnya,

. RUU Ommas tersebut mengguna-

Triengatur me-
lampaini batas kewenangannya.
. Seperti ketahui, sebanyak 16 or-

karena akan
represif.

mas yang tergabung dalam Koalisi
Akbar Masyarakat Sipil Indonesia
menolak pengesahan RUUitu. 16
ormas yang ‘hadir. di. antaranya;
Muhammadiyah, Majelis Talklin
Alqur’an (MTA), ForumMasya-
rakat Katolik Indonesia (FMKT),
Persekutuan Gereja-Gere]a In

: donesia (PGI), Media Umat Kris-’

ten Indonesia(MUKE), Walubi, Fo- -
rom Komunikasi Kristen Jakarta
(FKKI), Nasyiatul Aisyiah, Dewan
Dakwah Islamiah, PGL Wilayah,
Persatuan Intelegausm Kristen In-,
donesia (PIKT) DKI dan Parmusi.
Ketua Umum MUKI Bonar Si-
mangunsong mcngungkapkan di
negara-negara lain “seperti India,~
Amerika Serikat dan Australia,.
Jjumlah ormas mencapal jutaan. .

Ketua SETARA Tnstitute Hen-
dardi mengatakan, dalam perspek-
tif Hak Asasi Manusia-(FEAM), ke-
bebasan berserikat, berkumpul,

dan berorganisasi merupakan hak

sipil politik setiap Warga negara
yang dijamin oleh Konstitusi, Ut -
HAM, sertdmslrumcnmtcmasl =

nal lentang Kovenan Hak Slpl 3

dan Politik. 5
“Semakin jauh negara dan uru-
san hak sipil politik, maka derajat

penghormatan: terhadap HAM :
INamun, jika .

akan semakin ting;
negara semakin mengintervensi
urusan sipil politik, maka pada ti-
tik tertentu negare. dapat dikuali-
fikasi sebagai pélanggar HAM
karena merampaskebebasan ber-:
serikat, berkumpul, dan beror-
ganisasi,” kata Hendardi.

UU Ormas Dinilai Bakal
Hldupkan Rezim Otoriter

:Menurutnya, negara dimung-
kinkan untuk mengatur batas ke- |

“bibasan, narhun tidak ‘merigikat,
+“Negara boléh mengontrol ormas

-melalui administrasi badan hu-
kum, negara juga bisa mengksimi-
.nalkan-organisasi yangmelakukan

_ tindak kejahatan,” katanya. .

“¥ika RUU Orinds disahkan,”
SETARA akan memprakarsai ju-
dicial review ke Mabkamah Kons-

titusi'(MEK). Selair‘ity, merdka ja-
:ga-menggalarg pembangkangan

terhadap RUU Ormas. . ., |
“Kita akan terus mengkampa—

nyekan potensi violation by ju-

dicial dari kehadiran rancangan

‘térsebut ke dunia internasional.
“Termasuk ‘mengkampanyekan
pembangkangan publik untuk
tunduk pada Undang Undang Or-

-mas.. Kita. masih berharap agar™
. beberapa fraksi partai diDPR me-

‘noldk RUU sampah ini agar negeri
ini tidak-tambah bau,” isgasnya.
 Wakil Ketua SETARA Institute

* Bonar Tigor Naipo$pos menam-

bahkan, dunia internasicnal me-
laiui independent expert Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

.. juga telah menunjukkan kecema-=

. san dan kekecewaannyan,atas
pend anRUU-Ormas.
“Inisdicnunjuldan kéemunduran
- serius pada proses demokratisasi
dan kemajuan HAM di Indonesia.
* Padabaly
jai
di negara-negara dunia ketiga,”
ferang Bonar.
_Sedangkan Menteri Dalam Ne-
geri (Mendagii)? ‘Gamawan Fauzi

.mengemukakarn, RUU Ormas sa- -
“dah; mcngakomodu ,kepentmgan ]

’ ‘panyak pihak. Pembahasan RUU
itu diklaim sudah menyerap ber-
bugai aspirasi masyarakat. Kare-

Jndonesia diharapkan..
pros;s ;d.emokratisasi .

na itif, RUU tergebut sesungguh-

nya sudah cukup komprehensif.
“Pemerintah sudah mengako-

modir semua pihak. Masak Ran-

‘cangan-Undang Undang sudah
. enam kalj masa sidang. Sudah
didialogkan berapa kali, sudah

dibahas berapa kali, diundang
berbagai pihak. Artinya kita su-

‘dali sangat akomodatif mernye-

rap suara masyarakat,” kata Ga-
mawan di Istana Pres1den, Ja-
karta, kemarin. .

Wakil Ketua DPR Pramono
Anung menyatakan, jika ada pi-

‘hak yang masih berkeberatan, di-

rinyainempersilakanuntuk mem-
bawa permasalahannya ke MK.
*“Besok (hari ini, red) akan di-

-sahkan:di. paripurna. Ya, kalau
. yang keberatan monggo dibawa

ke MK,” kata Pramono di Ge-

dung DPR, Senayan, kemarin.
Pramono menyatakan, DPR

telah menyelesaikan lewat Rapat

"‘lepman ‘yang membahas RUU
..ini.. Menuzut politisi PDIP ini,

segala keberatan terkait RUU
Ormas sudah diakomoadsi oleh
DFPR. m KPJOSP
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